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Abstract
Inorganisng thederegulation principle crithe organization ofregional government, thena
tional government gives an authority for the region^ government to organize its own region.
Therefore, 0}e regiwid govemm&it has tor^ regbnsitaxto fund Itsregion expenditures. The
region^ government has many Income sources. Unfortunately, most of them are inefident
soirees t)ecause theregia^dgov&nm&Ttdways has tosp&ida lotofcosb tocollect rire income
&}an the income Itsdf.
This aitide researdies efforts oganised by Yogyakarta munidpdity in increasing fe re-
giond income, espeddlyin colecring income twr ofho^ manag&nenfs inYogyakarta. This arSde
condudes that the cdecting rt is sISI ineflident the regional govemm&it of
Yogyakarta hasbsd a bdterstrategy to fix it Thdis, fixing intemd elements andincreasing
efectivity. ithave tobesuppatedby anddepartments connect.
Menunit Harord, A Aldef^ (1964) (dalam Alfian
Lians, 1985), dalam ha! keuangan, pemerintah
mempunyal peranan yang sangat panting di ne-
gara yang sedang berkembang dibandingkan
dengan di negara maju. Kondisi keuangan daerab
di negara yang sedang beik^bang pada hakekat-
nya mempunyai karakteristik sebagai berikut: (1).
Sangatminimnya bagian pendapatan daerah yang
dimanfaatkan untuk kepentingan daerah. (2). Se-
bagian besar sumbangan berasal dari subsidi atau
bantuan pemerintah pusal (3). Kontribusi pajak
daerah dan PAD terhadap penerimaan daerah
total sangat kecil karena hampir semua pajak di
daerah telah dijadikan pajak sentral dan dipungut
deh pemerintah pusat. (4). Terdapat campur tangan
yang besar dari perherintah pusat terhadap keuangan
daerah.
Menurut Nick Devas, 1989, hai 59, bagi
Daerah Tingkat ii (Dati li), pajak daerah meru-
pakan pos pendapatan kedua terbesar dalam
PAD setelah retribusi daerah. Hlngga saat ini,
dari 37 jenis pajak yang dikenakan di Dati li,
terdapat 7 jenis pajak yang tetap menjadi anda-
ian Pemerintah Daerah Dati il, yaltu Pajak-Pem-
bangunan i, Pajak Penerangan Jaian, Pajak
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Pertunjukan dan Keramaian Umum, Pajak Rek-
iame, Pajak Pendaftaran Perusahaan, Pajak Po-
tong Hewan, dan Pajak Bangsa Asing. Di Dati ii,
85% pendapatan daerah berasai dari 7 sumber
pajakdi atas.
Bagi Kodya Yogyakarta, penerimaan pajak
menduduki peringkat teratas dari sumbangannya
terhadap PAD, yaitu sebesar 51,46% rata-rata
pertahun. Namun jika diiihat dari iaju pertum-
buhannya selama 5 tahun terakhir, terjadi ke-
cenderungan menurun. Sumbangan PAD ter
hadap total penerimaan mengalami kenaikan
sebesar 9,4%daritahun 1992/1993 ke 1993/1994,
sedang sumbangan pajak terhadap PAD meri-
galami penurunan sebesar 7,9% pada tahun
yang sama, meskipun jumiah nominal peneri
maan sektor pajak mengalami penlngkatan. Hal
ini mengindikasikan bahwa potensi pajak belum
digaii secara maksimal.
Pajak Pembangunan i (PP 1) mempunyai
prospek yang potensial sebagai sumber peneri
maan Pemda Dati ii Kodya Yogyakarta, karena
memlliki obyek pajakyang besar. Penerimaan dari
PP i memberikan kontribusi yang besar terhadap
PAD. Namun penlngkatan ini bukan secaraotomatis
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menunjukan bahwa penarikan p^aksudah efeklif dan
efisien. Sumbangan pajak tertiadap PAD yang
cenderung menumn dapat mengindikasikan
bahwa komponen-komponen PAD belum digali
secara optimal. Tulisan ini akan membahas
masalah bagaimana pelaksanaan penerimaan
pajak dan prospek PP I dikhususkan pada PPI
Perhotelan, sebagal salah satu sumber PAD Kodya
Yogyakarta, serta upaya yang dapat dilaku-
kan untuk meningkatkan penerimaannya sesuai
dengan sistem danketentuan yang berlaku.
HIpotesIs yang digunakan dalam tulisan ini
adalah : (1). diduga penetapan taret PP 1Perhotelan
belum sesuai dengan potensi yang ada, (2).
diduga admlnistrasi pemungutan PP I Perhotelan
sudah efisien tetapi belum efektif. (3). diduga p^-
erimaan PP IPerhotelan terus menlngkat di tahun-
tahun yang akan datang, (4). diduga upaya
peningkatan penerimaan PP I Perhotelan maslh
dapat ditlngkatkan.
Data yang digunakan yaitu ; (1) data
primer, yang dlambil iangsung dari responden.
Meliputi jumlah kamar hotel yang tersedia, jum-
iah tamu yangmenglnap, tarif kamar, persentase
tingkat hunian kamar double dan kamar Single,
dan jumlah kamar yang terjual. (2). data sekun-
der, yang dlperoleh daii Biro Pusat StaHstik DiV,
meliputi; jumlah kamar hotel, jumlah hotd, tarif kamar,
persenta% tingkat hunian kamar, dan perkembangan
PPI.
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Menurut JB. Kristladji, (1985) yang dlmaksud Pen-
dapatan Asli Daerah dalam art" sempit adalah Pen-
dapatan Asli Daerah Sendlri (PAD). Undang-
Undang no. 5 tahun 1974 sendiri yang mengalur
tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah
tidak menyebutkan pengertian Pendapatan Asli
Daerah, hanya komponen-komponen PAD, yang
meliputi ; a. Hasil pajak daerah b. Hasll retiibusi
daerah c. Hasil laba perusahaan daerah d. Peneri
maan laln-lain. Pengertian tentang pajak daerah
seperti yang dikemukakan oleh Josef Riwu Kaho
(1995) hal. 129, yang dlmaksud dengan pajak
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daerah adalah ; pajak negara yang diserahkan
kepada daerah untuk dlpungut berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang digunakan
untuk membiayai pengeluaran daerah sebagal
badan hukum publik. Sementara menurut L.J.
Davey, Pajak Daerah dapat diartikan sebagal:
(1) Pajak yang dlpungut oleh pemerintah daerah
dengan pengaturan dari daerah sendlri, (2) Pajak
yang dlpungut berdasarkan peraturan naslonal,
tetapi penerapan tarifhya dilakukan oleh pemerintah
daerah sendiri, (3) Pajak yang ditetapkan atau
dlpungut oleh pemerintah daerah, (4) Pajak yang
dlpungut dan diadministrasikan oleh pemerintah
pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada,
dibagihasilkan dengan, atau dibebani pungutan
tambahanoleh pemerintah daerah.
TOLOKUKUR
MENIUI HASIL PAJAK DAERAH
Menurut Nick Devas (1935), untuk menilal hasil pajak
daerah, tdokukur yang digunakan, yakni: (1) Upaya
pajak (tax effort): Upaya pajak adalah jumlah pajak
yang dapatdikumpulkan dari dasar pajak (taxbase),
yang blasanya berupa pendapatan perkapita, (2)
HasH guna (effectiveness) : Hasil guna mengukur
hubungan antara hasil pungut suatu pajak dengan
potensi pajak Itu, dengan anggapan semua wajib
pajak membayar p^ak maslng-masing. Hasll guna
menyangkut semua tahap admlnistrasi penerimaan
pajak, yaitu menentukan wajib pajak, menetapkan
nliai k^a pajak, memungut pajak, menegakkan
sistem pajak, dan membukukan penerimaan. Ada
tiga ^or yang mengancam hasll guna, yaitu
menghlndari pajak o!^ wajib pajak, kerjasama
antara petugas pajak dengan wajib pajak lintuk
mengurangi juml^ p^ak terhutang, dan penipuan
oleh petugas pajak, yang pajak menggantungl dari
hasil pajak, (3) Daya guna (efficiency) : Daya
guna mengukur bagian dari hasil pajak yang digu
nakan untuk menutup biaya pemungutan pajak ^r-
sangkutan.Selain mencakup biaya Iangsung kantor
pajak bersangkutan, daya guna juga memperhi-
tungkan biaya tidak Iangsung dari kantor pajak.
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POTENSI PPIPERHOTEUN
PotensIPP IPerliotelan dimaksudkan sebagai
kem'ampuan untuk menghasllkan pajak atau ke-
mampuan yang pantas dikenakan pajak (taxable
capacity), dalam keadan 100%. Yang menjadi obyek
PP I Perhotelan adalah hotel, pondok wisata, pe-
sanggrahan, dans^enisnya.








Potensi PP I Perhotelan,
seiuruh hotel di Kodya Yogyakarta
Tarifkamar, merupakan rata-
rata tarif kamar hotel
berbintang dan melati
Jumlah seiuruh kamar hotel
berbintang dan melati
Jumlah han dalam 1 tahun,
dihitung 365hari
Tarif Pajak = 10%
Dalam menghitung potensi ini, digunakan
asumsl: (a), tingkat hunian kamar hotel berbintang:
single =37,5 %, double = 60%, suit = 2,5%. Sedarig
untuk (b). tingkat hunian kamar hotel non bintang
(melati) adalah single = 30%, dan double = 70%.
Sedangkan hasll perhitungan potensi PP IPerhotelan
sebagai berikut (tabell).
Dari label 1 dapat dilihat bahwa potensi
PP I Perhotelan selalu meiigalami kenaikan dari
tahun ke tahun, selama kurun waktu 1985/1986 -
1994/1995, dengan pertumbuhan rata-rata
34,27%. Kenaikan ini disebabkan oleh semakin
banyaknya jumlah akomodasi, meningkatnya
jumlah wisatawan, maupun mengkatnya golongan
suatu hotel. Sedang data untuk larget peneri-
maan PP I Perhotelan, hanya tersedia selama 5
tahun anggaran terakhir. Selama 5 tahun anggaran
tersebutrata-rata penetapan target terhadap po
tensi baru 25,22%, meskipun penetapan target
ini selalu mengalami kenaikan dari tahun ke ta
hun.
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EFISIENSl PP I PERHOTELAN
Efisiensi atau daya guna mengukur bagian
dari hasil pajak yang digunakan untuk menutup
biaya pemungutan pajak yang bersangkutan.
Semaki kecil biaya yang digunakan, semakin
tinggl tingkat efisiensinya. Rumus Perhitungan
Potensi sebagai berikut:
Biaya pungut PP I Perhotelan
Efisiensi = X100%
• Realisasi PP I Perhotelan
Mehurut Nick Devas, (1985), efisiensi dl-
katakan rendah apabila lebih dari40%hasil pajak
terpakai untuk biaya pemungutan. Namun
demlkian, tinggi rendahnya tingkat efisiensi tidak
ada ukuran yang past!, karena tingkat efisiensi
tersebut relatif bag! masing7masing daerah.
Efisiensi diukur dengan membandingkan
biaya pungut yang digunakan dengan realisasi
penerimaan pajak. Biaya pungut PP I Perhotelan
dalam hal ini merupakan. seiuruh biaya yang
dlkeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah un
tuk memungut pajak, yang terdiri dari biaya lang-
sung dan biaya tidak langsung. Biaya tidak lang-
sung merupakan biaya operaslona! yang terdiri
dari biaya belanja barang, pemeliharaan, perjalanan
dinas, dan biaya Iain-Iain. Biaya belanja pegawai
tidak termasuk biaya pungutan, karena biaya terse
but berasal dari pemerintah pusat dan pemerin-
tah daerah tingkat 1, jadi tidak dianggarkan oleh
Dinas Pendapatan Daerah Kodya Yogyakarta.
Biaya tidak langsung pemurigutan PP I Perhote
lan diasumslkan sebesar 1/6 bagian atau-16,67%
dari total biaya tidak langsung. Sedangkan
biaya langsung merupakanupah insentifbagi
petugas pemungiit yang besamya telah ditentu-
kan sebanyak 5% dari realisasi penerimaan per
tahun anggaran.
Tingkat efisiensi terendah terjadi tahun
1985/1986, karena 24,12% dari penerimaan PP !
Perhotelan digunakan untuk biaya pemungutan.
Tingkat efisiesi tertinggi terjadi pada tahun
1994/1995, karena hanya 9,33% dari penerimaan
PP I Perhotelan digunakan untuk menutup biaya
314
label 1


























1985/1986 2.016.621864,31 201.662.288,43 2.851.392.640,16 285.139.264,02 468.801.552,45 - - -
1986/1987 2.705.768.669,79 270.576.866,98 3.002.307.907.80 300.230.790,78 750.807.657,76 17,62 -
1987/1988 3.475.529.741,30 347.552.974,13 3.588.251.176,21 358.825.117,62 706.378.091,75 23,75 -
1988/1989 4.925.408.341,26 491540.834,13 3.832.712.864,19 383.271.286,42 875.811120,55 23,99 - -
1989/1990 7.929.182.830,42 792.918.283,04 4.569.128.968,97 456.911896,90 1.249.831.179,94 42,71 - , -
1990/1991 18.570.562.755,89 1.857.056,755,89 6.318.163.269,00 631.816.326,90 2.448.872.602,49 99,14 388.073.000 15,59
1991/1992 21.679,587.005,93 1167.958.700,59 6.256.928.807,32 625.692.880,73 2.793.651.581,33 12,25 603.768.000 21.65
1992/1993 22.609.255.458,03 2.260.925.545,80 6.462.226.503,61 646.222.650,36 2.907.148.196,16 04,06 766.500.000 26,63
1993/1994 28.248.003.854,70 2.824.800.385,47 10.369.276.659,64 1.036.927.665,96 3.861.728.051,11 3112 1.146.381.200 29,68
1994/1995 42.878.003.222,27 4.287.800.322,23 16.372.244.878,30 1.637.224.487,83 5.925.024.809,91 53,45 1.193.503.000 3160
34,27 25,22
Sumber; 1990/1991-1994/1995, Data Primer,diolah
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Gambar 1












• H. Non Bintang
• Realisasi
Tahun anggaran
pemungutan .pajak. Efisiensi rata-rata PR 1
Perhotelan selama 1 tahun, anggaran tersebut
cukup balk, karena biaya pungut hanya meny-
erap 15,82% dari realisasi penerimaan pertahun.
EFEKTIFITAS PPI PERHOTELAN
Efektifltas atau hasii guna 'mengukur
hubungan antara realisasi penerimaan pajak
dengan potensinya. Rumus penghitungan efekti
fltas adalah:
JEPiVOL. 2 NO. 3,1997
Biaya pungut PP I Perhotelan
Efektifltas = ^ X 100%
Realisasi PP I Perhotelan
Menllik kriteria Nick Devas, jlka hasll per-
bandingan in! melebihi 60%, maka pemungutan
dapatdikatakan efektif. Namun demikian, tinggi
316
Jamli dan Astuti, Analisis Pajak Pembangunan I Perhotelan.. ISSN : 1410-2641
Tabel 2.












1985/1986 29.999.908,20 124.385.158,00 24,12 468.801.552,45 25,55
1986/1987 34.391.969,03 164.665.074,00 20,88 570.807.657,76 28,85
1987/1988 34.958.627,54 202.108.625,00 17,30 706.378.091,75 28,61
1988/1989 37.133.784,56 237.337.118,00 15,65 875.812.120,55 27,10
1989/1990 45.440.531,96 321.021.076,00 14,15 1.249.831.179,94 25,69
1990/1991 77.186.163,84 448.613.338,00 17,21 2.488.872.602,49 18,02
1991/1992 125.853.217,06 704.750.561,00 17,86 2.793.651.581,33 25,23
1992/1993 119.350.932,63 1.169.006.899,00 10,21 2.907.148.196,16 40,21
1993/1994 134.539.979,60 1.171.612.102,00 11,48 3.861.728.051,11 30,50
1994/1995 214.310.962,15 2.296.054.843,00 9,33 5.925.024.809,91 38,75
Rerata 15,82 28,86
Sumber; Dinas pendapatanDaerah, Kodya Yogyakarta, diolah.
rendahnya tingkat efektifitas tidak ada ukuran
yang pasti. karena tingkat efektifitas relatif bag!
maslng-masing daerah. Tingkat efektifitas rata-
rata per tahun PP i Perhotelan Kodya Yogyakarta
selama tahun 1985/1986-1994/1995 adalah
28.86%. !ni berarti baru 28, 86% dari potensi
yangdapatdipungut pajaknya.
Rendahnya tingkat efektifitas ini dlsebab-
kanoleh masih rendahnya penetapan target, yang
didasarkan pada reallsasi penerimaan tahun sebe-
lumnya, kemudian dinaikkan 10% hingga 15% per
ayat penerimaan. Penetapan target adalah hal
yang sangat penting, sebab jika target terlalu
tinggi, make usaha dalam pencapaian akan
mengalami kesulitan. Sebaliknya jika target
ditentukan terlalu fendah, maka penen'maan
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pajak tidak maksimal. Oleh karena itu, periu




Ketersedlaan dana dimasa datang sangat
tergantung dari besamya pendapatan yang
diperkirakan diperoleh pada masa tersebut. Un-
tuk itu, perlu diramalkan besamya realisasi PP I
Perhotelan yang diharapkan akan diterima. Me-
tode yang digunakan adalah trend eksponensial
dengan kuadrat terkecii (least square). Metode ini
dipli karena mellhat perkembangan penerimaan PP
I Perhotelan dari tahun 1985/1986-1994/1995
cenderung berbentuk grafik eksponen.
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label 3.
Perhitungan Trend
TAHUN PENERIMAAN LOGY . X X2 XLOGY TREND
1985/1986 124.385.158 8,09 -9 81 -72,85 107.045.818
1986/1987 164.665.074 8,22 -7 49 -57,52 147.015.078
1987/1988 202.108.625 8,31 -5 25 -41,53 201.908.245
1988/1989 237.337.118 8,38 -3 9 -25,13 227.297.675
1989/1990 321.021.076 8,51 -1 1 -8,51 380.836.358
1990/1991 448.613.338 8,65 . 1 1 8,65 523.034.790
1991/1992 704.750.561 8,85 3 9 26,54 718.327.929
1992/1993 1.169.006.899 9,07 5 25 45,34 989.540.519
1993/1994 1.171.612.102 9,07 7 49 63,48 1.354.899.560



















Jumlah 6.389.554.794 86,45 0 330 22,76 -
Sumber; Datapn'mer, diolah
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Persamaan Trend Eksponensial yang
dikemukakan oleh Van Matre 1983, hal. 475
sebagal berikut;
Y = bo bi (1)
Untuk mencari harga-harga a dan b pada per
samaan tersebut digunakan bantuan loga-
ritma, sehingga persamaannya menjadi;








Persamaan PPI Perhotelan sebagal berikut:
Log bo = 8,6496344906
Log b1 = 0,0688960873061
Persamaan Trend bentuk eksponensial dapat
diperoleh dari anti logaritma nilai Log bo dan Log
b1:
Y = bobi
Y= 446.307. 813,4 (1,17191493)''
dimana:
Y = Trend penerlmaan selama1
tahun
X = Unit waktu (tahun)
Dari persamaan eksponen tersebut dapat dicari




kepariwisataan dl Kodya Yogyakarta telah men-
capai kemajuan yang pesat, dengan pertumbu-
han penerimaan PP I Perhotelan yang cukup
menggebirakan. Dalam kemajuan yang diralh,
banyak kendala yang diralh dari tahun ke tahun,
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balk .oleh faktor internal dan eksternal. Oleh
karena itu, untuk menghadapl pembangunan di
masa yang akan datang, has!! yang diperoleh
harus dapat dipertahankan dengan sebaik-baiknya,
dan dapat dijadlkan untuk pemilihan strategi dan
pengambilan kebijakan. Untuk menyusun strategi
yang digunakan oleh Dinas Pendapatan Daerah
dalam pemungutan, perlu menganalisis SWOT
{Strength, Weakeness, Opportunity, Threat) perlu
digunakan dalam menganalisis pemungutan pa-
jaknya.
Strengths
(1). Data wajib pungut jelas, dan tidak dapat
disembunyikan, khususnya untuk hotel berbin-
tang dan hotel melati. (2). Mudah menetapkan
besamya nilai kena pajak. (3) Mudah dilaksanakan
penagihan karena w^ib pungut jelas lokaslnya.
Weaknesses
(1). Beberapa rumah penduduk pada saat-saat
tertentu berubah fungsinya sebagai penginapan,
atau penginapan yang pada saat-saat tertentu
menyewakan kamar lebih dari yang terdaftar di
Dipenda, pada umumnya tidak memiliki ijin
usaha, sehingga sangat suGt didata secara pasti.
(2). Anggapan oleh sebagian pemilik hotel atau
penginapan, bahwa membayar pajak akan men-
gurangl pendapatan yang seharusnya mereka
terima. In! terjadi karena kebanyakan hotel melati
1,2, dan pondok wisata, haiga tidak termasuk
pajak, dan tamu akan menolak jika dikenai tam-
bahan biaya untuk pajak. (3). Datayang didapat
atau yang dilaporkan pihak hotel sering tidak
akurat. (4). TertDatasnya jumlah dan kemampuan
personil Dinas Pendapatan Daerah. (5).
Kurang jujumya wajib pungut dalam memberlkan
data yangjelas dan benar.
Opportunities
(1). Masih banyak potensi yang dapat digali
melalui ekstensifikasi dan Intenslfikasi. (2).
Melakukan peninjauan kembali penetapan pajak
untuk kurun waktu tertentu. (3). Sanksi dapat
dikenakan kepadawajib pungut sesuai peraturan
JEP VOL. 2 NO. 3,1997















85/86 87/88 89/90 91/92 93/94 95/96
Tahun Anggaran
97/98 99/00
yang ada. (4). Dengan dibukanya Penanaman
Modal Asing di Kodya Yogyakarta, pada investor
asing dapat dimanfaatkan untuk membantu hotel
yang pada akhirnya akan meningkatkan peneri
maan PP I Perhotelan. (4). Perkembangan ako-
modasi perhotelan dapat memberikan peluang
pada menigkatnya PAD, dan dapat dijadikan se-
bagai salah satuandalan penerimaan pajak.
Threats
(1). Masih ada kesadaran ivajib pungut yang
rendah. (2). Ketrampilan petugas relatif kurang.
(3). Sering terjadi salah perhltungan dalam
penetapan pajak. (4). Adanya kerja sama antara
wajib pungut dengan petugas pajak, sehlngga
pemerlksaan buku tidak telltl. .(5]. dengan dli-
jinkannya penanaman modal asing di bidang
perhotelan di Kodya Yogyakarta, maka pengusaha
perhotelan di Yogyakarta akan .menghadapi se-
makin banyak pesaing. Bahkan PMA itu dapat
mengancam kelangsungan hidup hotel yang
JEPV0L2N0. 3,1997
setarafataupun dibawahnya, sehlngga akan mengu-
rangi penerimaan pajak.
. Sedangkan Strategi yang digunakan
adalah:
TujuanAtau Misi
Merupakan tujuan yang ingin dicapai di
masa yang akan datang, yaitu mencapai pening-
katan penerimaan PP Iyang stabil.
Strategi ban Rencana
Merupakan langkah untuk mencapai tujuan.
Strategi dan rencana yang cocok untuk memper-
baiki faktor-faktor internal untuk mencapai per-
tumbuhan penerimaan PP I Perhotelan yang
terus meningkat, disertai dengan efektifitas. Ren
cana tindakan yang dapat dilaksanakan : Inven-
tarisasl obyek pajak, penlnjauan kembaii tarif
yang ada sekarang,.sistem pemungutan pajak,
dan sisterii pemantauari/supervisi: ••
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Kebljakan, Prosedur, dan Aturan
Kebijakan dikembangkan untuk memberl-
kan petunjuk kepada tindakan operasional. Se-
dangkan prosedur memberikan petunjuk dalam
penanganan bagian khusus, yang biasanya di-
ikuti oleh aturan-aturan tertentu. Dalam hal ini,
kebijakan, prosedur, dan aturan yang dapat di-
lakukan antara lain:
1. Inventarisasi atas perbotelan dan penginapan
di seluruh wilayah Kodya Yogyakarta.
Prosedur yang dilakukan dengan penin-
jauan secara rutin langsung ke iapangan
' ' untuk mencari data-datayang pasti dilaku
kan dengan menjaring wajib pajak bam,
pembahaman data atau membandingkan''
data yang sudah ada dengan kenyataan di
Iapangan. Ini dilakukan untuk penghitungan
potensi peningkatan efisiensi dengan
penlngkatan kemampuan personil petugas
pajak. Hal Ini dapat dilakukan dengan
menyelenggarakan pelatihan keuangan
dan komputer bagi bag! pegawai Dipenda,
menyiapkan bentuk penilalan pajak yang
digunakan oleh personil Dipenda, penu-
gasan personil Dipenda untuk menilai
masing-masing pajak, menerapkan aturan
bahwa setiap petugas pajak hams mem-
punyai standar kemampuan dan pengeta-
huan minimum di bidang peningkatan PAD.
2. Meningkatkan pemantauan dan supervisi,
dengan membentuk satu tim terpadu un
tuk mengadakan Inspeksi mendadak atau
mtin, dan pemberian sanksi atau denda
bagi yang melanggarijin pendirian hotel.
3. Peningkatan kesadaran membayar pajak.
Prosedur pelaksanaannya dapat dilakukan
olehpetugaspemungut pajak sendiri, atau-
pun dengan melalui kerja sama dengan
organisasi kem^yarakatan, organisasi
profesi, pemuka •agama, ^dan masyarakat
Aturan dapat diterapkan dengan membai
sanksi tegas kepada masyarakat yang ter-
lambat membayar pajak danmasyarakat yang
menghindari pajak.
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Untuk lebih jelasnya, Donald F. Harvey memberikan
hirarki pene^an tujuan sampai ke peraturan sebagai
benkut;(Gambar3)
Gambar 3
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SIMPULAN
Potensi PR I Pertiotelan di Kodya Yogyakarta
sdalu mengalami peningtetan dari tahun 198^1986 -
1994/1995, dengan pertumbuhan rata-rata per tahun
34,7%. Sedangkan penetapan target terhadap
potensi baru sebesar 25,22% per tahun. Ini
menunjukan bahwa penetapan target belum
sesuai dengan potensi yang ada, oleh karena itu
sangat perluditingkatkan.
Tingkat efisiensi PR 1 Perhotelan sebesar
23,47%, dan ini dapat dikatakan efisien, yang
berarti 23,47% dari realisasi pajak digunakan
untukbiaya pemungutan.
Tingkat efektifitas pemungutan PP I
Perhotelan di Kodya Yogyakarta belum efektif,
karena baru dapat dipungut pajak sebesar
28,86% rata-rata per tahun, dari potensi yang
seharusnya. ini teijadi karena penetapan target
kurang memperhitungkan potensi yang ada.
Peramalan penerimaan PP I Perhotelan
untuk 5 tahun yang akan datang selalu mengaiami
kenaikan yang semakin tinggi, dan ini meng-
gambarkan prospek penerimaan pajak yang
menggembirakan ditahun-tahun yang akan datang.
Dari analisis SWOT yang diiakukan, dapat
diketahui faktor ekstemal yang berupa kekuatan
dan kelemahan, serta faktor ekstemal yang
berupa kesempatan dan ancaman dalam pelak-
sanaan pemungutan balk dari pihak personil
Dipenda maupun dari pihak pengusaha hotel
sendlri.
Dalam rangka meningkatkan penerimaan
PP I Perhotelan, diperlukan strategi rencana
untuk mencapalnya. Strategi yang dicanangkan
untuk tahun-tahun yang akan datang adalah
memperbaiki faktor-faktor internal untuk menca-
pai pertumbuhan pajak yang meningkat, disertai
dengan efektifitas. Hal Ini dapat terwujud jika
didukung oleh masyarakatdan instansiyangtetkail
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